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NOMOR : 59 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 

2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KABUPATEN BANDUNG 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI   BANDUNG 

 
Menimbang : a. bahwa pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dalam 

negeri bagi pejabat, pegawai negeri sipil dan pegawai 
tidak tetap di Lingkungan pemerintah Kabupaten 

Bandung telah diatur melalui Peraturan Bupati 
Bandung Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Biaya 

Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016  tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 

Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan 
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;  

 
  b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada 

pejabat penandatangan surat perintah, ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan 

disesuaikan; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. 
 

 
 

 
 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

 
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
4438); 

 
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
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  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 
 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 

penyampaiannya; 
 

  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan 

Pegawai Tidak Tetap; 
 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9); 
 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan 

Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 
di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2013 Nomor 12); 
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  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2016 Nomor 12); 
 

  18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2013 
tentang Pedoman Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 16) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 10 Tahun 2016  tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2013 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan 

Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10) 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2013 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG. 

 

Pasal I 
 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung 
Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2013 Nomor 16) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016  tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 

Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan 
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2016 Nomor 10), diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga menjadi sebagai 
berikut: 

Pasal 7 
 

(1) Perjalanan dinas jabatan dilakukan sesuai perintah 
Pejabat yang berwenang dan tertuang dalam Surat 
Perintah.  

(2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diterbitkan oleh:  

a. Bupati, untuk perjalanan dinas jabatan yang 
dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati dan 

sekretaris Daerah; 
b. Ketua DPRD, untuk perjalanan dinas jabatan 

yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota 

DPRD;  
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c. Sekretaris Daerah, perjalanan dinas jabatan yang 

dilakukan oleh Staf Ahli Bupati, Asisten 
Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD; 

d. Kepala Perangkat Daerah selain kecamatan, 
perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh 
pejabat struktural dan pelaksana dalam lingkup 

unit kerja SKPD yang bersangkutan;  
e. Camat, untuk perjalanan dinas jabatan yang 

dilakukan oleh Camat, pejabat struktural dan 
pelaksana dalam lingkup kecamatannya; 

(3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c dapat mendelegasikan kewenangan 
penerbitan Surat Perintah bagi Staf Ahli Bupati dan 

Kepala Perangkat Daerah kepada Asisten dengan 
pertimbangan aspek efektivitas dan efisiensi.  

(4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf d dapat mendelegasikan 

kewenangan penerbitan Surat Perintah dengan 
pertimbangan aspek efektivitas dan efisiensi 
kepada: 

a. Asisten untuk perjalanan dinas yang 
dilaksanakan oleh Pejabat Struktural eselon IIIa 

lingkup Sekretariat Daerah; 
b. Pejabat struktural eselon IIIa untuk perjalanan 

dinas yang dilaksanakan oleh: 
1. Pejabat struktural eselon IV dan Pelaksana di 

lingkup Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

DPRD; dan 
2. Pejabat struktural eselon III b, eselon IV dan 

Pelaksana untuk perangkat daerah di luar 
angka 1. 

(5) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai 
berikut :  

a. Pemberi tugas;  
b. Pelaksana tugas;  

c. Waktu pelaksanaan tugas, dan;  
d. Tempat pelaksanaan tugas. 

(6) Surat Perintah menjadi dasar penerbitan SPPD.  
(7) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat 

sesuai format sebagaimana tercantum dalam 

lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari peraturan Bupati ini. 

 
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga menjadi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 13  

 
(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 9 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada 
pejabat Golongan A, Golongan B dan Golongan C, 

selama melakukan Perjalanan Dinas.  
(2) Pejabat Golongan A sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari Bupati Bandung dan Ketua 

DPRD. 
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(3) Pejabat Golongan B sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari Wakil BupatiBandung dan 
Wakil Ketua DPRD. 

(4) Pejabat Golongan C sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari Sekretaris Daerah, Pejabat 
Eselon II dan Anggota DPRD. 

(5) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam peraturan bupati 

mengenai Standar Satuan Harga Pemerintah 
Kabupaten Bandung 

 
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga menjadi sebagai 

berikut: 

 
 Pasal 14   

 
(1) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e hanya 
dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati 
untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat 

Tujuan.  
(2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan 
bakar minyak, dan pajak. 

 
4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga menjadi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 16  

 
(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), digolongkan 
dalam 6 (Enam) golongan, yaitu: 
a. Golongan A untuk Bupati dan Ketua DPRD;  

b. Golongan B untuk Wakil Bupati dan Wakil Ketua 
DPRD 

c. Golongan C untuk Sekretaris Daerah, Pejabat 
Eselon II dan Anggota DPRD;  

d. Golongan D untuk Pejabat Eselon III;  
e. Golongan E untuk Pejabat Eselon IV;  
f. Golongan F untuk Jabatan Pelaksana dan JFT.  

(2) Selain terhadap golongan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), biaya perjalanan dinas diberikan 

kepada Non PNS yang melakukan perjalanan dinas 
untuk kepentingan daerah. 

(3) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum 
dalam peraturan bupati mengenai Standar Satuan 

Harga Pemerintah Kabupaten Bandung 
 

 
PASAL II 

 
Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bandung. 
 

 Ditetapkan di Soreang 

 pada tanggal 1 Oktober 2018 

 

BUPATI BANDUNG, 

 

  ttd 

 

 

 DADANG M NASER 

 

 

Diundangkan di Soreang 

pada tanggal 1 Oktober 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG, 

 

 ttd 

 

 

SOFIAN NATAPRAWIRA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 59 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
DICKY ANUGRAH, SH, M.Si 

Pembina Tk. I 

NIP. 19740717 199803 1 003 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


